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[JAKARTA] Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK)
yakin independensinya se-
bagai lembaga penegak hu-
Eum Khususnya, dalam
pemberantasan korupsi ti-
dak terganggu akan agenda
politik menjelang pelaksa-
naan Pilpres pada 9 Juli
2014, Badan antikorupsi itu
yakin tidak terinfiltrasi ke-
pentingan pohitik terkant
persaingan pada pilpres.

“Insya Allah KPK
mampu menjaga indepen-
densinya yang wajib dijun-
jung tinggl dan diawasi oleh
masyarakat luas,” kata Wa-
kil Ketua KPK Busyro Mu-
goddas, di Jakarta, Rabu
(30/4).

Dirinya berharap, lem-
baga penegak hukum lain-
nya juga dapat menjaga in-
stitusinya dari oknum-ok-
num yang memanfaatkan
hukum untuk menyandera
lawan politik.

“Diharapkan aparat pe-

negak hukum lain menjaga
juga martabat kelembaga-
annya. Pengalaman pahit
dan tidak jujur pada era or-
de baru harus sudah di-
buang ke laut,” katanva.
Bicara penegakan hu-
kum di Indonesia tidak ada
habis-habisnya. Dari perka-
ra kecil hingga perkara be-
sar selalu saja ada bagian
menarik untuk diwacana-
kan. Apalagi menjelang Pil-
pres 9 Juli 2014, Lembaga
pencgak hukum bisa terse-
ret dalam pusaran persaing-
an percbutan kekuasaan.
Pakar hukum Indriyanto
Seno Adj mengatakan, sya-
rat mutlak aparat penegak
hukum vang mest dijaga
adalah integritas kelemba-
£aan yang terbebas dan ke-
pentingan politik. Lembaga
penegak hukum secara u-
mum termasuk Kepolisian,
dan Kejaksaan, harus mam-
pu menjaga dirinya agar ti-
dak tergiring opini yang se-

Busyro Mugoddas

ngaja dibentuk sebagal ba-
gian dari kampanye hitam.
“Lembaga penegak hu-
kum memang harus lepas
dari intervensi dan kepen-
tingan pihak cksternal, dan
salah satu hal terpenting
vang harus dilakukan ada-
lah penegak hukum memi-
liki integritas kelembagaan
non-partisan. Kampanye hi-
tam lentang capres pelang-
gar HAM atau capres pen-
jual aset negara, harus di-

hindan oleh penegak hu-
kum,” kata Indriyanto.

Menurutnya, Kepolisi-
an, dan Kejaksaan belum
terbebas dan kekuatan poli-
tik vang sewaktu-waktu bi-
sa dijadikan alat untuk sa-
ling sandera. Artinya, inde-
pendensi kedua lembaga
penegak hukum itu masih
sebatas retorika mengingat,
secara struktural kedvuanya
bagian dari eksekutif. De-
ngan begitu, sistem ketata-
negaraan scharusnya dapat
menjamin penegakan hu-
kum yang profesional.

“Kecualhh KPK yang di-
jamin independensinya se-
suai undang-undang (UL).
Jadi sistem birokrasi keta-
tanegaraan inilah sebagai
salah satn faktor yang me-
nyebabkan adanya interven-
si kekuasaan sehingga
membawa dampak pada di-
ragukannya kapabilitas, in-
dependensi penegak hu-
kum,” jelasnya.

PoLiTik & HUKUM
Jelang Pilpres, KPK Jamin Tetap Independen

Program Hukum

Praktisi hukum Frans
Hendra Winarta mengata-
kan, kekhawatiran akan hu-
kum selalu dijadikan Komo-
ditas politik tetap bertahan
selama negara memberi ru-
ang.
Maka, sudah sepatutnya
sosok-sosok yang dipasti-
kan atan digadang-gadang
bakal maju dalam Pilpres
2014 membeberkan prog-
ram-program perbaikan hu-
kumnya dan sckarang.

“Harus punya program
penegakan hukum agar cita-
cita negara hukum tercapa
tanpa itu jangan dipilih. Bu-
kan saatnya lagi jual-beli ja-
batan menteri. Memojok-
kan lawan politik dengan
hukum berarti memperalat
hukum sebagai alat politik.
Ini harus dihindarkan kalau
mau konsisten,” katanya.

Pilpres 2014, ujarnya,
sangal menentukan kondisi
penegakan hukum ke de-

pan. Jabatan Menkumham,
Jaksa Agung, Kapoln harus
diduduki oleh sosok-sosok
vang benar-benar mum-
puni. Jika tidak, stigma
vang sekarang ini masih
melekat di benak masyara-
kat akan tetap bertahan, Un-
tuk mengatasinya maka, pa-
ra calon pemimpin bangsa
harus mampu menjadikan
hukum sebaga panglima.

“Campur aduknya hu-
kum dan pohtik selama i
melemahkan penegakan hu-
kum dan hukum tidak per-
nah jadi panglhima, dikalah-
kan kepentingan politik.
Supremasi hukum sering di-
dengungkan tetapr mskin
diterapkan.

Jaksa Agung, Menkum-
ham, Kapolri, untuk bidang
hukum mutlak haris profe-
sional dan bukan politisi,
sudah saatnya Indonesia
menjadikan hukum sebagai
panglima,” ujarnya.
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